LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2011 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2011




BUPATI GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 11 TAHUN 2011

. TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Pajak Penerangan Jalan merupakan
jenis Pajak Daerah;

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah
Tingkat IT di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822) ;




2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia- Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubshan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomoi 5049);

. Petataran Pémerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

' Nomor 4578);
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

_antara Pemerintah, Pemerintaban Daerah

Provinsi dan  Pemerintahan  Daerah

" Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

10.

11,

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

T’

. ‘f‘eratuiaﬂ Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata ‘Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemmungutan Pajak
Daerah dan .Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 2010
Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jepis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib  Pajak
(Lembaran Negdra = Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3
Tahun 2008 tentdng Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan
~ BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN :

erétapkan : PERATURAN - DAERAH  KABUPATEN
| GOWA TENTANG PAJAK PENERANGAN

JALAN
. BABI
KETENTUAN UMUM

L . Trasal 1

ialam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

_ Pemerintah Dacrah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat
Dacrah scbagai unsur penyelenggara pemerintaban Daerah
Kabupaten Gowa. '

. Bupati adalah Bupati Gowa.

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daersh sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerab adalah Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya ke.nakmuran rakyat.

. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain.

10.

1L

12.

13.

14,

15.

16.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.. :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung/menyetor dan melaporkan pajak
yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suaty saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak, sesuai ‘dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah. .
Pemungutan adalah suatn rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan - data objek dan subjek pajak penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta penigawasan penyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daefah, yang selanjutnya disingkat
dengan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain Ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya

~ disingkat dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
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pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar, - : :

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

. Surat Ketetapan' Pajak Daerah Nihil, yang sclanjutnya

disingkat SKPDN, adalah surat ketelapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang. . '

.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

& -

membetulkan kesalaghan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan dderah yang
terdapat dalam - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan.

.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas

keberatan atas surat keberatan terhadap surat pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daersh Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
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Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
gzr‘gllingutan oleh pihak ketiga yang digjukan oleh Wajib
j K. ‘ . _ . .
23. gut'l(l;an- B&E:;lig adalah putusan badan peradilan pajak atas
anging terhadap surat Keputusan - - iaj
cleh Vet o a}f 8 Kep _ Keberatan_ yang diajukan

24. Baqfling 'adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau penanggung pajek terhadap suatu keputusan
yang dapat diajukan banding, berdasakan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

25. Pembukuan adalah ‘suatu proses pencatatan . yang dilakukan
secara feratur untuk mengumpulkan data dan informasi
k,e_uangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, sc.erta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
tahun pajak tersebut.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan. suatn standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daersh dan/atan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketenfuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. "

27. Penyidik{m tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tinadk pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II :
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan, dikenakan pajak atas
pelayanan penggunaan listrik.



Pasal 3

Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan

sebagaimiana dimaksud pada-ayat (1) adalah :

a.. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemenntah dan
Pemerintah Daerah;

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing
dengan asas timbal balik;

¢. ' Penggunaar tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari
instansi teknis terkait.

Pasal 4
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
menggunakan tenaga listrik.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
mengunakan tenaga listrik.
Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib
pajak adalah penyedia tenaga listrik,

BAB Il
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual tenaga listrik.
Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan :
a, Dalam hal tenaga hstnk berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah
tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya

pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening
listrik;

b. Dalam hal tepaga listrik dihasilkan sendm nilai jual
tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitag tersedia,
tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakain listrik,
dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah
Kabupaten Gowa.

Pasal 6

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dibasilkan sendixr, tarif
ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7
(1) ‘Besaran pokok  pajak yang terutang dibitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), atau (2) dan/atau ayat (3) dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) Hasil penerimaan pajak sebagian dialokasikan untuk
penyediaan penerangan jalan.

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa.

BABYV
MASA PAJAK

Pasal 9
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.



| . Pasall0

e 1, yengist SPTPD. .
p Wajib PE‘J"‘K a dimaksud pada ayat (1) harus diisi
’D _S?bag?:; . dan lengkap serta ditandatangani oleh
an JC a-S, - a. :

M - 7 asany P

» pajake atau}C'Jaﬂa dimaksud ~pada ayat (1), harus
P .-sebagalrﬂ 4 DBupati selambat-lambatnya 15 (lima
npﬁlk?n icelpa ianggal diterimanya SPTPD oleh Subjek
5) ary seie
k-' o, A O
fuk, istdan taf»"l
ituran Bupati-

ara éen’gisian SPTPD diatur' depgan

BAB VI
. : A PEMUNGUTAN
A CARAFEMUI
TAT Pasal 11
. 1, dilarang, diborongkan.
mungutan PaJa .k membayar pajak yang terutang dibayar
Fldap; Wl'ajflb“?aj{b pajak berdasarkan peraturan perundang-
adiri oleh wait’ ‘ o
_dangan__parpal memenuhi kewajiban perpajakan sendiri
ajib P.ec.tlJak znapmenggtmakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau
bayar .deng ' '
{PDKBT.
Pasal 12
5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya

 jangka wak © o vitkan -
Bupati dapat ﬂlene:r 1 ,
(PDKB dala® ' 1] pemeriksaan atau keterangan lain,

jika berdasi:;utang tidak atan kurang dibayar;

pajak yang " i disampaikan kepada Bupati dalam

jika SPTPD tertentu dan setelah ditegur secara tertulis

jaillagkkaé wak;l;ikan pada waktunya sebagaimana ditentukan

ti isan Al

dalam Smﬁ%tegﬁengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
. Jlkatlaflwadjil ung secara jabatan.

terutang
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(2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang.

(3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengar: jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
adakredit pajak.

Pasal 13

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupati. ,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII '
- INSENTIF PEMUNGUTAN
: Pasal 14 ,

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi

insentif atas dasar pencapaian kinetja.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran

insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan

peraturan perundang-undangan.,

, BAB VIII
SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 15
Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

By



. Wajib Pajak dikenakan sanksi adnnmstratlf berupa bunga
* dai/atau denda.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16

1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

2) -SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menycbabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merapakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua

- persen) setiap bulan,

4) Pergyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengcm Peraturan Bupati.

Pasal 17

Y] Pﬂmbﬁyaran pajak harus dilakukan sekaligus atau Iunas.
(2) Pojak. yang terutang berdasarken SKPDKB, SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan™ Pembetulan, Surat Keputusan
atan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang
-oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
Paksa.
ihan pajak dengan Sumt Paksa dilaksanakan
yarkan peraturan perundang—undangan yang berlaku,
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Pasal 18

) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan
dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKRT, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pejak dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak narus disetor ke kas daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktfu yang
ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 19
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk jenis, isi wkuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

) Sumt 'I‘egumn atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan = 7 (tuwjuh) bari sejak saat. jatuh tempo
pembayara.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujub) hari setelah tanggal Surat
Teguran albu Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,
Wajib Pajuk barus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat, .

Pasal 21
(1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
~dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat
" Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,
jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
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(2) Pejabat menerbitkan Surat Pakisa setelah lewat 21 (dua puluh

saty) hati sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat Jain yang sejenis.

Pasal 22 _

- Apebila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu' 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan. '

Pasal 23
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi

utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal .

pelaksanaan - Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara.

- Pasal 24
(1) Setelah Kantor Lefang Negara menetapkan hari tanggal, jam
dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. -
(2) Setelah jadwal pelelangan sebagaimana ayat (1) ditetapkan,
maka pejabat menetapkan lelang.
(3) Tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 25
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur dengan Peraturan
Bupati. S

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26 ‘

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
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(2) Kedaluwarsa  penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila: E
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau .
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik

langsung maupun tidak langsung. _ ‘

(3) Dalam hal diterbitkan, Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf. a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa

4) ?éiezl‘ian utang | Pajék secard lérigsung lsebagaimana
dimeksud pada ayat (2) huruf b adalsh Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyal utang Pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. o

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketabui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

' ~ Pasal 2’7'. - 1 - -

1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena |

@ uﬁtﬁkgme{akukan penagihan  sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.’ .

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan.Plutang .Pajak
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1). T ‘ ‘

(3) Tata cara penghapusan piutang pajgk yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupatl.

BAB XI |
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
, Pasal 28 . _ .
(1) Bupati berdasarkan ~permohonan Wajib Pajak  dapat
memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
pajak.
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(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Bupati. ’

o BAB XII
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU

PEI\/[BATALAN KETETAPAN PAJAK

- . Pasal 29 A

(1) Atas permohionan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati

dapat mémbetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SXPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan

pencrapan ketentuan tertentu dalam’ peraturan perundang-
- undangan perpajakan daerah. :

(2) Bupati dapat : '

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan  perundang-undangan  perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kehilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatatkan SKPDKB, SKPDKBT,
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; |

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan |

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atan
kondisi tertentu objek pajak.

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan
dan penghapusan sanksi administratif atas SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimiaksud pada ayat (1)
harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada
Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

16

sejak tanggal dilerima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas. - -

(4) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan S_ej%. surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada aya}‘_,_‘_(B). diterima,
sudah haras memberikan keputusan. T

(5) Apabila setelah lewat 3 (tica) bule}n' sebagaimana dlmal'isud
pada ayat (4) Bupati atau pejapat tidak memberikan
keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi dianggap dikgbulkan. _ _

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenat fata cara pengurangan atau
penghapusan  sanksi administratlf. dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

. BAB Xill o
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30 - ‘

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembgha:i
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejaba
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat pajak;

b. masa pajak; | o

¢. besamya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas. s

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (d:ua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksu(} pada ayat (2)
dilampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan peqlbaygran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus dicerbitkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan. . .

(4) Apabila Wajib Pajak mempunya}i utang pajak | lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
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() langsung dihitung untuk' melunasi ferleh;
 pajek dimabond 1g meillvmasx. terlebih dahuiu utang
3 i‘;?il‘??%"?l?@ kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
SKPDLgalmg lama 2 (dua) bulan  sejak diterbitkannya

B dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelcbihan Pajak (SPMKP),

(6) Apabila peﬁgerg.baliéﬁ kelebihan p’embayafran pajak dilakukan

\pabila keiebiﬁ b. o ipech
eiebman - pembayaran pajak  diperhitunekan
;c;mg pajak lainnya, se.bagaimana dimaksud dalam %asal ;igl;gi;r:
a,f; plejnuﬁagyarannyetl dilakukan dengan carg memindahbukulgan
: emindah noj i b
b pe bukuan juga berlakn sebagai bukti

. BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

) Waiib Parak d . Pasal 32
aj apat mengajukan keberatan h
Bupati atau pejabat yang ditunjuk Lo epada
. SKPDKB; g UK atas suatu:
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB
d. ‘SKPDN;dan -
€.  Pemotongan atay pemun i
7 gutan oleh pihak ket
berdaf;arkan Ketentuan peraturan perund'ang—undaz Iff:
> ‘perpajakan daerah, ' ¢
ermohonan keberatan sefaagaimaha di
: cbers maksud pada ayat (1
harus dls':ampa.ukan secara tertulis dalam bahasa Ind{;egig
dg_ngan disertai alasan-alasan yang jelas.
I;Z-eberatan harug diajukan dalam Jjangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau

=
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pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumiah yang telah disetujui Wajib
Pajak. _ ‘

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat
keberatan melalui surat pos tercatat” sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Pasal 33

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan. -

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digjukan secara tertulis' dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima; dilampiri-salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut. -
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- (3) Pengajuan Vpe:rrzndhopan banding menangguhkan kewajiban
méembayar pajak sampai dengdn 1 (satu) bulan sejak tanggal
pénerbitan Putusan Banding. ' ‘

Pasal 35

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau scluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua

«pultth empat) buta. '

(2) Imbalan burga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
SKPDLB. '

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

, : Pasal 36 '

(1) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam - SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atan
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dibitung sejak saat terutang pajak.

(2) Jumlahi kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. ’

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima

persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung
dati pajak yang kurang. atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.
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(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 _huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat tamtangnya'paj ak. . 1

(5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabukan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pa;_ak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima p‘:lluh
persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak
dikenakan. : ’

(7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan. |

(8) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan. sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan. -

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA -

- Pasal 37 '

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar schingga
merugikan keuangan dacrah dapat dipidena dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidgk atau
kurang dibayar. .

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidek menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atan melampirkan keterangan yang tidak benar ‘schingga
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‘merugikan keuangan dadrah dapat dipidane id:
Jkeuangan dacral pidana dengan pidana
Egjﬁ i)a(lmg la;n;:af (dtia) tahun atau pidana denda paling
inyak 4 (empaf) kali jumlah pajak terutan i
, kurang dibayar. i T e Hdalc e
3) Denda pidana sebagaimana dimaksud
. pi _ ‘ pada ayat (1) d
ayat (2) merupakan penerimaan negara. o ) den
o Pasal 38
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah
mgla;gpam jangka .Wéktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian
Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan .

BAB XVII
PENYIDIKAN
(I)P : . _ Pasal 39 o :
ejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu di lin
- ' I3 L - un an
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai ggnyi%ﬁk
.untuk' ~melakukan penyidikan - tindak pidana di bidang
perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
o Ivj;[ndang Hukum Acara Pidana. '
ewenan idi i i
ower g penyidik sebagéxmgna dimaksud pada ayat (1)
a. menerima, mencari,, mengumpulkan dan meneliti
kf:te'rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di b%dang pel:pagakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. weneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
melll),ggnal orang pribadi’ atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang ‘dilakukan sehubungan tindak pi
perpajakan daerah; ‘ ¢ pidane

c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau
badan_ sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

d. me:penlc-sa bukp, catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
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e. melakukan penggeledahan untuk  mendapatkan baban
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah; -

g. menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat -pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daeraly;

i, memanggil orang untuk . didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melabui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

T

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40 .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 41
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 1998 teniang Pajak Denerangan Jalan dan
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aturan Daerah Nomor 5-Tahun 2003 tentang Perubahan
tama atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang
ak Penerangan Jalan dicabut dan dmyaiakan tidak berlaku.

, N Pasal42
aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
\gan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
wa. - o

Dxtetapkan di Sun;
e e eal 911oi 2011

ndangkan disung: %umunasa

IBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2011 NOMOR 11
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